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NAMA SOP N4 Kn NS INFORMASI PUBLIK
DASAR HUKUM KUALIFIKAS| PECAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 1.  memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam Uji Konsekuensi Informasi Publik;
Z.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2.  mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur Uji Konsekuensi Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan;
4.  Peraturan Pemefrintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 4. memahami tahapan pelaksanaan kegiatan.
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Informasi
dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang;
6. dst...
KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN
1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja;
2.  Term of Reference;
3.  Alat Tulis Kantor;
4. Komputer/Jaringan Internet.
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PELAPORAN

1. Disimpan ddlam bentuk softcopy dan hardcopy;

2. Disimpan sebagai data.

ATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK




<

cs

PELAKSANA PENDUKUNG
TIM KOMPONEN
NO KEGIATAN PPID UTAMA DAN PERTIMBANGAN ATAU KETERANGAN
PERANGKAT PEMOHON KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
PPID PEMBANTU PELAYANANIN
FORMASI DAERAH
Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang Berkas  Permohonan Setiap saat Berkas Permohonan

1 4
tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan infromasi/dokumen informasi yang telah
Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi. datl Pemohon diisi lengkap dan

Informasi dilampiri
fotocopy/scan
identitas diri (NIK)

2 Memberikan g_ertimbangana s _informasi/ Dasar hukum: Pada hari dan jam Surat Keputusan Tim
Dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia Undang-Undang kerja Pertimbangart
berdasarkan Undang-Undang, kepatutan dan Norhor 14 Tahun 2008 Pelayanan Informasi
kepentingan umum " tentang Keterbukaan

» Informasi Publik dan
PERKI 1 Tahun 2010
3 - Menyampaikan kepada PPID atas Status Informasi/dokumen Pada hari dan jam Informasi/dokumen
informasi/dokumen yang diminta pemohon yang telah dinyatakan kerja, maksimal 10 dari komponen atau
informasi, apakah termasuk rahasia atau terbuka untuk publik (sepuluh) hari kerja, | Perangkat Daerah
terbuka. _ sejak permohonan
- Jika informasi/dokumen yang dimaksud informasi teregistrasi
adalah terbuka, maka PPID memerintahkan
kepada komponen/Perangkat Daerah untuk <+
menyerahkan  informasi/dokumen  yang
dimaksud. ~
- Jika status informasi/dokumen oleh Tim >
Pertimbangan Pelayanan Informasi
dinyatakan rahasia, maka PPID membuat
surat penolakan kepada pemohon informasi.
Meinbiefik inf ] s dpnlnta ool Informasi/dokumen Maksimal diberikan Informasi Publik yang
4 Py iar?forrgac;{nfig?:lgag?ngnandatangani yang diminta oleh perpanjangan diminta oleh Pemohon
v Pemohon Informasi pemenuhan Informasi atau surat

tanda bukti penerimaan atau memberikan surat
penolakan kepada pemohor jika status
informasi/dokumen dinyatakan rahasia.

atau surat penolakan
Jika informasi/
dokumen tersebut
dikategorikan rahasia

permohonan informasi
selama 7 (tujuh) hari
sejak pemberitahuan
tertulis diberikan

dan tidak dapat
diperpanjang lagi

penolakan




